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BAB  I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah Proyek, ada 3 unsur penting proyek agar bisa berjalan dengan baik, yaitu Owner, Konsultan, dan Kontraktor. Owner atau yang disebut juga pemilik proyek memegang peranan utama dalan sebuah proyek, Pemilik proyek ataupun pemberi tugas dapat berupa perseorangan, kelompok, lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah yang memiliki proyek ataupun pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. 

Pemilik proyek memegang peranan penting dalam sebuah proyek karena dari sinilah pendanaan sebuah proyek berasal. Seorang Arsitek lekat sekali dengan pekerjaan proyek, untuk itu sebagai mahasiswa arsitektur, kita dituntut untuk mempelajari hal-hal tersebut. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai unsur yang paling utama dalam sebuah proyek, yaitu pemilik proyek, penjelasan akan diterangkan mulai dari pengertian pemilik proyek hingga kegiatan yang dijalankan oleh seorang pemilik proyek tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

· Memahami tentang pemilik proyek, baik itu dalam hal pengertian, hak & kewajiban, peranan, tugas, dan sebagainya.

· Mampu men-simulasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik proyek.

· Mengetahui produk hokum yang menyertai maupun melengkapi pemilik proyek.

1.3 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada mahasiswa maupun pelajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemilik proyek. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk pembelajaran lebih lanjut.

BAB II

PEMILIK PROYEK

2.1 Pengertian Pemilik Proyek

Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Seorang pemilik proyek proyek juga berhak memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan berkewajiban membayar biaya pekerjaan tersebut. 
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2.2 Tujuan Pemilik Proyek

Tujuan pemilik proyek adalah untuk memperoleh hasil proyek yang dapat berfungsi sesuai harapan, yaitu :
· Memenuhi spesifikasi, 
· Handal,
· Terpercaya,
· Aman,
· Efisien serta ekonomis.
2.3 Hak dan Kewajiban Pemilik Proyek

Menurut IAI, berikut akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dari pemilik proyek.

Kewajiban Pengguna Jasa 

Atas penugasan pekerjaan perencanaan perancangan arsitektur yang diberikan kepada Arsitek, maka Pengguna Jasa mempunyai tanggungjawab dan kewajiban meliputi :

a.  Memberikan kerangka acuan kerja yang merupakan pedoman dan dasar pekerjaan perencanaan perancangan arsitektur, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa.

Kerangka acuan kerja mencakup keterangan dan uraian yang jelas mengenai maksud dan tujuan penugasan yang meliputi program dan persyaratan termasuk jenis dan luas bangunan, batasan dana yang tersedia serta waktu pelaksanaan konstruksi yang disyaratkan Pengguna Jasa.

b. Memberikan informasi, uraian dan diskripsi mengenai proyek yang dimaksud    meliputi antara lain :

-   Persyaratan pekerjaan, data kondisi lahan dan tanah serta lingkungan. 

-   Pengadaan data primer/ hasil survai yang diperlukan oleh proyek, antara lain     penyelidikan tanah, pemetaan tanah dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Ahli yang direkomendasikan oleh Arsitek atau ditunjuk berdasarkan syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan yang disiapkan oleh Arsitek. 

-   Seluruh biaya untuk mendapatkan data/ informasi dan dokumen tersebut menjadi tanggungjawab Pengguna Jasa.
c. Memberikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan oleh Arsitek guna melanjutkan tugasnya dalam waktu yang telah disepakati atau selambat-lambatnya tidak melebihi waktu 1 (satu) bulan untuk tiap-tiap tahap penugasan. 

d. Memahami seluruh dokumen yang diserahkan dan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya atau kuasanya oleh Arsitek dalam kaitannya dengan pekerjaan serta memberikan keputusan segera untuk tidak menghambat pekerjaan Arsitek. 

e. Tidak mengeluarkan instruksi apapun secara langsung kepada Pelaksana Konstruksi dan atau Sub Pelaksana Konstruksi selama Pelaksanaan Konstruksi melainkan hanya melalui Arsitek. 

f.   Membayar biaya-biaya perijinan yang diperlukan dan pungutan-pungutan lain dalam Pelaksanaan Konstruksi. 

g. Memberikan Imbalan Jasa kepada Arsitek atas penugasan kepadanya, meliputi Imbalan Jasa perencanaan perancangan dan biaya-biaya lain / Biaya Langsung Non Personil / Reimbursable yang dikeluarkan berkenaan dengan proyek sesuai Ketentuan Imbalan Jasa dan biaya penggantian. 

h. Menjamin keamanan tempat kerja, menutup asuransi pertanggungan atas kegagalan bangunan dan pertanggungan atas keselamatan umum, baik atas beban sendiri maupun bersama-sama dengan Pelaksana Konstruksi. 

i.  Menunjuk seorang kuasa yang bertindak atas namanya selama Pengguna Jasa tidak berada ditempat. Apabila Pengguna Jasa atau kuasanya tidak berada ditempat, Arsitek dapat bertindak atau mengambil keputusan atas nama Pengguna Jasa secara bijaksana.
Hak Pemilik proyek 

a.    Pengguna Jasa berhak mendapatkan 3 (tiga) salinan dokumen perencanaan perancangan secara cuma-cuma, selanjutnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah selesainya penugasan, Pengguna Jasa berhak mendapatkan tambahan  dengan biaya penggantian. 

b.   Pengguna Jasa berhak meminta Arsitek untuk merubah Pra-Rancangan yang telah disetujuinya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan Imbalan Jasa tambahan sesuai Ketentuan Imbalan Jasa. 

c.  Pengguna Jasa berhak menuntut ganti rugi kepada Arsitek bilamana terjadi kelambatan penyelesaian tugasnya yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian/ kelambatan Arsitek.
2.4 Tugas Pemilik Proyek

· Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek

· Mengadakan kegiatan administrasi proyek

· Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek.

· Meminta pertanggungjawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi (MK)

· Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.

2.5 Wewenang pemilik proyek

· Membuat surat perintah kerja (SPK)

· Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan

· Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil pekerjaan konstruksi

· Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak, misalnya pelaksanaan pembangunan dengan bentuk dan material yang tidak sesuai dengan RKS.

2.6 Pelaku Kegiatan
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Beberapa pelaku kegiatan yang terlibat yaitu sebagai berikut:

1.  Pemilik ( Bouwheer atau Owner )

Yang dimaksud dengan pemilik ,bouwheer atau owner ( Pemilik bangunan Atau pemberi tugas ) adalah yang memiliki bangunan , pemilik biasanya :

- Orang biasa ( Perorangan )

- Wakil dari suatu Instansi ( dinas )

- Wakil dari suatu perusahaan swasta .

2.  Konsultan Perencana ( Designer Architect )

Yang dimaksud perencana adalah ahli bangunan yang biasa disebut arsitek, yaitu perorangan atau badan hukum yang mempergunakan keahliannya dan berdasarkan surat perintah tugas dari pemilik , mengerjakan perencanaan bangunan. Perencana dapat berbentuk perorangan , yaitu seorang ahli arsitek 

( Insinyur Arsitek ), biro- biro perencana (Biro Arsitek ) dan kadang –kadang jawatan teknik.

Syarat – syarat Perencana Antara Lain :

1. Perencana dapat berupa perorangan atau berbentuk badan hukum . pemberi tugas dal hal- hal yang menyangkut teknik pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik

2. Perencana harus mampu / mengusahakan semaksimal mungkin memenuhi keinginan pemilik, oleh karenanya harus seorang ahli.

3. Perencana harus merupakan kepercayaan pemilik

Perencana harus sanggup dan mampu menjadi penasehat dalam pelaksanaan pekerjaan

3 Konsultan Pengawas

Merupakan badan yang ditunjuk owner untuk mengawsi pelaksanaan proyek oleh kontraktor dilapangan.Pengawas berarti mewakili pemberi tugas dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi tetap, bukan sebagai pimpinan harian melainkan hanya mewakili pemberi tugas dal hal- hal yang menyangkut teknik pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik

yang meliputi :

1. Memberi penjelasan tambahan untuk memperjelas maksud dan pengertian yang

    telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.

2. Memeriksa dan memeberikan perestujuan bagi waktu pemberian pembayaran

    angsuran biaya pelaksanaan .

3. Membuat gambar – gambar atau syarat – syarat tambahan untuk menyesuaikan

    dengan keadaan , bila dianggap perlu, untuk memperjelas hal –hal yang dianggap

    belum cukup jelas dalam dokumen kontrak.

4.  Kontraktor (Pemborong , Contractor,Aannemer)

Yang dimaksud dengan pemborong adalah perusahaan – perusahaan yang besifat perseorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pembangunan.

Hak dan Kewajiban Kontraktor antara lain :

1. Menerima uang pembayaran borongan tepat pada waktunya menurut syarat –

    syarat yang tercantum dalam bestek.

2. Melaksanakan tugas pelaksanaan sesuai dengan gambar ( bestek )

3. Mengikuti atau tunduk kepada direksi atas segala perintah / petunjuk yang tidak

    bertentangan dengan pelaksanaan ( bestek )

4. Membuat laporan kepada direksi tentang data –data perkembangan pekerjaan          bahan – bahan dan tukang / tenaga.

Syarat –syarat Kontraktor antara lain :

1. Memiliki modal yang sesuai

2. Memiki tenaga ahli yang cukup

3. Memiliki kantor dan ruang kerja ( work- shop )

4. Memiliki peralatan kerja

5. Memiki riwayat kerja yang baik

Persyaratan Umum

1. Surat ijin Usaha Jasa Kontruksi ( SIUJK )

2. Mempunyai akte Notaris

3. Modal dasar perusahaan minimal kira-kira 1 ( satu ) milyar rupiah

4. Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

5. Memiliki tenaga ahli untuk masing – masing tenaga ahli bidangnya Seperti bidang     perencanaan , konstruksi dan tenaga – tenaga ahli lain yang mendukung.

6. Memiliki referensi Bank, serta system Administrasi yang dilakukan secara Professional.

2.7 Model yang Digunakan
1. Menggunakan kontraktor (utama)
Dalam hubungan kerja semacam ini, tanggung jawab pekerjaan implementasi fisik diserahkan kepada kontraktor utama dengan kontrak harga tetap. 

2. Kontraktor (utama) merancang dan membangun 
Dalam hubungan kerja semacam ini, kontraktor mempunyai tanggung jawab pekerjaan keseluruhan atas desain, teknis, pengadaan material, pabrikasi sampai kepada konstruksi dan instalasi.
3. Menggunakan manajemen konstruksi atau manajemen proyek 
Pemilik menunjuk CM (Consultant of Management) sebagai wakil atau agen untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek.
4. Force Account
Dalam hal ini pemilik terlibat langsung dalam pekerjaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan proyek. Pemilik dapat menggunakan jasa sub kontraktor atau konsultan yang melapor langsung kepada pemilik.
2.8  Tahap kegiatan pemilik, konsultan dan kontraktor, yaitu :
1. Tahap Konsepsual

Pada tahap ini pemilik adalah pemeran utama, dalam mencari peluang usaha, mencetuskan gagasan, kemudian melihat kesiapan organisasi untuk melakukan berbagai studi dan pengkajian. Hasilnya dapat dijadikan dasar untuk membuat TOR
2. Tahap Definisi
Apabila tahap konsepsual disetujui oleh pemilik proyek, maka dilanjutkan 
dengan :
a. Meletakkan batasan atau defenisi lingkup proyek 
b. Filosopi desain 
c. Menentukan alokasi pembagian lingkup kerja.
d. Menyusun strategi penyelenggaraan 
e. Menyiapkan paket lelang dan rancangan kontrak 
f. Mengadakan lelang 
3. Tahap Implementasi
a. Pengelolaan implementasi fisik 
a) Terhadap pekerjaan kontraktor, adalah memantau, mengawasi dan sampai tahap tertentu mengendalikan pekerjaan kontraktor.
b) Terhadap paket kerja yang ditangani sendiri, disini pemilik melaksanakan sendiri baik pengelolaan maupun eksekusi kegiatan yang tercantum dalam paket kerja, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaksanaan sampai pada skala tertentu.
b. Mengelola keuangan proyek pengelolaan uang proyek secara menyeluruh meliputi memobilisasi penggunaan dan pengendalian dana proyek, meliputi : 
a) Menyiapkan anggaran 
b) Mencari sumber pendanaan 
c) Meletakkan dasar sistem akuntansi proyek 
d) Laporan berkala keuangan proyek 
e) Menyiapkan audit
f) Laporan akhir keuangan proyek 
g) Menyusun catatan asset.
c. Administrasi Kontrak 
     Kegiatan administrasi kontrak meliputi penanganan aspek komersil, mulai awal kontrak sampai kontrak selesai, yang terdiri dari :
a. Meneliti surat pengajuan kontrak 
b. Melakukan pencatatan progress payment, change order, claim, dll.
2.9 Lingkup Kerja Pemilik Proyek

Tahap Konseptual :
1. Formulasi gagasan

2. Evaluasi hasil studi kelayakan

3. Tujuan dasar

4. Indikasi lingkup kerja, jadwal, biaya, dan mutu

5. Pendanaan

Tahap PP / Definisi

1. Menentukan strategi

2. Menetapkan sasaran (biaya, jadwal, mutu dan lingkup kerja)

3. Rencana sumberdaya dana, SDM, material

4. Menyiapkan perangkat peserta (RFP, paket lelang, MIS, kontraktor, konsultan)

5. Mengkaji proposal

6. Negoisasi dan tanda tangan kontrak

Tahap Implementasi

1. Mengelola implementasi fisik

2. Mengelola asministrasi keuangan
2.8 Produk Hukum

Berdasarkan peraturan IAI, berikut akan dijelaskan mengenai produk hukum tentang pemilik proyek.

PENGIKATAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 27
Ketentuan Umum
(1)     Apabila telah terjadi suatu hubungan kerja antara Arsitek dan Pengguna Jasa yang dituangkan secara tertulis dalam surat penugasan atau surat perintah kerja ataupun secara lisan maka selanjutnya Arsitek akan menyatakan kesediaannya secara resmi dan tertulis menerima penugasan tersebut dengan melampirkan buku Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pengguna Jasa sebagai acuan landasan Perjanjian Kerja untuk pekerjaan Perencanaan-Perancangan Arsitektur yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(2)     Buku Pedoman Hubungan Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa tersebut berlaku bagi setiap penugasan dimana Arsitek sebagai Penyedia Jasa Perencanaan Perancangan mengadakan Perjanjian Kerja untuk melakukan Layanan Jasa keahliannya atas penugasan dari pihak Pengguna Jasa, baik atas nama perorangan, kelompok arsitek atau badan usaha.

(3)     Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pengikatan para pihak Perjanjian Kerja, perencanaan perancangan, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, sanksi antara Arsitek sebagai Penyedia Jasa/ perencana konstruksi dengan Pengguna Jasa berlandaskan dan tidak diperkenankan bertentangan dengan :

-          Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tanggal 7 Mei 1999

-          Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

-          Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

-          Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
Pasal 29
Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa
(1)   Kewajiban Pengguna Jasa
Atas penugasan pekerjaan perencanaan perancangan arsitektur yang diberikan kepada Arsitek, maka Pengguna Jasa mempunyai tanggungjawab dan kewajiban meliputi :

a.        Memberikan kerangka acuan kerja yang merupakan pedoman dan dasar pekerjaan perencanaan perancangan arsitektur, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa.

Kerangka acuan kerja mencakup keterangan dan uraian yang jelas mengenai maksud dan tujuan penugasan yang meliputi program dan persyaratan termasuk jenis dan luas bangunan, batasan dana yang tersedia serta waktu pelaksanaan konstruksi yang disyaratkan Pengguna Jasa.

b.        Memberikan informasi, uraian dan diskripsi mengenai proyek yang dimaksud meliputi antara lain :

-          Persyaratan pekerjaan, data kondisi lahan dan tanah serta lingkungan.

-          Pengadaan data primer/ hasil survai yang diperlukan oleh proyek, antara lain penyelidikan tanah, pemetaan tanah dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Ahli yang direkomendasikan oleh Arsitek atau ditunjuk berdasarkan syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan yang disiapkan oleh Arsitek.

-          Seluruh biaya untuk mendapatkan data/ informasi dan dokumen tersebut menjadi tanggungjawab Pengguna Jasa.

c.        Memberikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan oleh Arsitek guna melanjutkan tugasnya dalam waktu yang telah disepakati atau selambat-lambatnya tidak melebihi waktu 1 (satu) bulan untuk tiap-tiap tahap penugasan.

d.        Memahami seluruh dokumen yang diserahkan dan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya atau kuasanya oleh Arsitek dalam kaitannya dengan pekerjaan serta memberikan keputusan segera untuk tidak menghambat pekerjaan Arsitek.

e.        Tidak mengeluarkan instruksi apapun secara langsung kepada Pelaksana Konstruksi dan atau Sub Pelaksana Konstruksi selama Pelaksanaan Konstruksi melainkan hanya melalui Arsitek.

f.          Membayar biaya-biaya perijinan yang diperlukan dan pungutan-pungutan lain dalam Pelaksanaan Konstruksi.

g.        Memberikan Imbalan Jasa kepada Arsitek atas penugasan kepadanya, meliputi Imbalan Jasa perencanaan perancangan dan biaya-biaya lain / Biaya Langsung Non Personil / Reimbursable yang dikeluarkan berkenaan dengan proyek sesuai Ketentuan Imbalan Jasa dan biaya penggantian.

h.        Menjamin keamanan tempat kerja, menutup asuransi pertanggungan atas kegagalan bangunan dan pertanggungan atas keselamatan umum, baik atas beban sendiri maupun bersama-sama dengan Pelaksana Konstruksi.

i.          Menunjuk seorang kuasa yang bertindak atas namanya selama Pengguna Jasa tidak berada ditempat. Apabila Pengguna Jasa atau kuasanya tidak berada ditempat, Arsitek dapat bertindak atau mengambil keputusan atas nama Pengguna Jasa secara bijaksana.

(2)   Hak Pengguna Jasa
a.        Pengguna Jasa berhak mendapatkan 3 (tiga) salinan dokumen perencanaan perancangan secara cuma-cuma, selanjutnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah selesainya penugasan, Pengguna Jasa berhak mendapatkan tambahan  dengan biaya penggantian.

b.        Pengguna Jasa berhak meminta Arsitek untuk merubah Pra-Rancangan yang telah disetujuinya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan Imbalan Jasa tambahan sesuai Ketentuan Imbalan Jasa.

c.        Pengguna Jasa berhak menuntut ganti rugi kepada Arsitek bilamana terjadi kelambatan penyelesaian tugasnya yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian/ kelambatan Arsitek.

Pasal 30
Pembatalan Perjanjian Kerja
(1)     Perjanjian Kerja yang dibuat antara Pengguna Jasa dan Arsitek, dapat dibatalkan setiap saat oleh masing-masing pihak dengan syarat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya memberitahukan kepada pihak lain.

(2)     Sehubungan dengan pembatalan kontrak kerja seperti tersebut diatas, maka :

a.        Pengguna Jasa wajib membayar kepada Arsitek kekurangan Imbalan Jasa yang harus diterima beserta seluruh tagihan biaya pengganti yang telah dikeluarkan oleh Arsitek.

b.        Arsitek harus menerbitkan surat persetujuan dan menyerahkan gambar/ dokumen asli kepada Pengguna Jasa agar dapat menunjuk Arsitek lain guna meneruskan pekerjaan, setelah Imbalan Jasa dan biaya pengganti diterima. Sebelum segala pembayaran tersebut dipenuhi, Arsitek tidak berkewajiban menerbitkan surat persetujuan pembatalan tugas yang dimaksud.

Selain itu terdapat juga produk hukum mengenai dampak lingkungan, yaitu sebagai berikut :

AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan), merupakan alat untuk merencanakantindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatuaktifitas pembangunan yang direncanakan.Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 menyatakan : “Analisis mengenai dampak lingkunganadalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkunganhidup, yang diperlukan bagi proses pngambilan keputusan”.AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting,karena ini memang yang dikehendaki baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh Undang-undang, dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu pemilik proyek atau pemrakarsa akan melanggar perundanganbila tidak menyusun AMDAL, semua perizinan akan sulit didapat dan di samping itu pemilik proyek dapat dituntut dimuka pengadilan. Keharusan membuat AMDAL merupakan cara yangefektif untuk memaksa para pemilik proyek memperhatikan kualitas lingkungan, tidak hanyamemikirkan keuntungan proyek sebesar mungkin tanpa memperhatikan dampak lingkunganyang timbul. Dampak dari suatu kegiatan, baik dampak negatif maupun dampak positif harussudah diperkirakan sebelum kegiatan itu dimulai. Dengan adanya AMDAL, pengambilkeputusan akan lebih luas wawasannya di dalam melaksanakan tugasnya. Karena di dalam suaturencana kegiatan, banyak sekali hal-hal yang akan dikerjakan, maka AMDAL harus dapatmembatasi diri, hanya mempelajari hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan.AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia, karena Indonesiasedang giat melakasanakan pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan makalingkungan hidup banyak berubah, dengan adanya AMDAL maka perubahan tersebut dapatdiperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupundampak negatif, hampir tidak mungkin bahwa dalam suatu kegiatan / pembangunan tidak adadampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah diketahuisebelumnya (dengan MDAL), di samping itu AMDAL juga membahas cara-cara untuk menanggulangi / mengurangi dampak negatif. Agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikutmerasakan hasil pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam AMDAL.
Dasar Hukum
Undang-undang No. 4 tahun 1982 Pasal 16 berbunyi :
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“Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajibdilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur denganperaturan pemerintah”.Peraturan Pemerintah yang dimaksud telah ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, dirasa kurang memadai, sehingga dicabut dandiganti dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Penjelasan dari Pasal 16 ini adalah sebagai berikut : “Pada dasarnya semua usaha dan kegiatanpembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadaplingkungan hidup, baik fisik, non fisik, maupun sosial budaya dan kesehatan masyarakat denganmenyusun AMDAL. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan dampak positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telahdapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya”.
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